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Alhamdulillahirabbil’alamin….  Alhamdulillahirabbil ‘alamin…. 
Alhamdulillahirabbil  alamin…. 
Akhirnya aku sampai ke titik ini 
 sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb 
 Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb 
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia 
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan 
bagi keluargaku tercinta 
Ku persembahkan karya mungil ini… 
untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa 
di dunia fana ini Ibundaku tersayang (Sri Yani) 
serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang 
berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak 
pernah ku ketahui, 
namun tenang dengan penuh kesabaran, perjuangan dan doa 
dan pengertian luar biasa Ayahandaku tercinta (Sutresno) 
yang telah memberikan segalanya untukku 
Kepada Kakak-Kakak ku (Siti Anifah), (Abdul Rouf) 
terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan 
semoga Keponakan-Keponakan ku (M. Syaifuddin Andrian Risfah, Dewi Safanatun Najah, 
Agam Rizki) tercinta dapat menggapaikan keberhasilan juga di kemudian hari 
Kepada teman-teman seperjuangan terima kasih yang tiada tara ku ucapakan 
Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang 
siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana. 
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa 
kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak rangkaian kata yang dibutuhkan. Hanya 




Pada awalnya hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan 
pernikahan secara konkret. Dari unsur-unsur dan syarat pernikahan menurut 
hukum Islam tidak disebut adanya pencatatan pernikahan sebagai rukun atau 
syarat perrnikahan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah 
pencatatan pernikahan, pernikahan dipandang sah apabila sudah memenuhi rukun 
dan syarat-syaratnya. Seiring dengan berjalannya waktu secara sendirinya 
bermunculam problem-problem baru yang harus segera dicarikan solusi 
hukumnya. Pergeseran dari budaya lisan kepada budaya baca tulis menjadi satu 
ciri masyarakat modern. Hal ini berimplikasi bahwa peristiwa-peristiwa penting 
didokumentasikan dalam bentuk tulis (akta) sekaligus dijadikan sebagai bukti 
otentik, karena bukti tertulis (akta) lebih abadi. Kondisi tersebut menuntut bahwa 
dalam pernikahan harus dilakukan pembaharuan dengan pernikahan dicatat dalam 
dokumen resmi sebagai bukti telah terjadinya sebuah akad pernikahan. 
Pencatatan pernikahan hadir melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk, serta dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-
Undang RI Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar 
Jawa dan Madura. Selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan disempurnakan dalam 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
sebagai langkah pemerintah untuk menertibkan, mengamankan dan menjaga 
kesucian pernikahan. Namun dalam kenyataannya pencatatan pernikahan masih 
dianggap sebagai hal yang biasa bahkan hanya bersifat administratif saja, karena 
pernikahan yang dipraktekkan hanya berpodoman pada kitab-kitab fiqh tradisional 
yang disusun beberapa abad yang lalu. Maka dari itu perlu dilakukan pengkajian 
secara mendalam mengenai pentingnya melakukan pencatatan pernikahan melalui 
pendekatan berdasarkan kajian hukum Islam. 
Dikaji dengan metode istinbath  qiyas, pencatatan nikah dapat diqiyaskan 
dengan surat al-Baqarah ayat 282 yang apabila dalam melakukan transaksi 
diwajibkan untuk menulisnya, karena dengan catatan tersebut dapat menghindari 
masalah-masalah yang terjadi bila suatu saat nanti terjadi pengingkaran. 
Sebagaimana dengan melakukan pencatatan nikah akan berkekuatan hukum tetap 
dan sah secara agama dan negara. Dikaji dengan istihsan qiyas khafi, pencatatan 
nikah dapat melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Karena istri 
bukan seperti barang dagangan yang mudah berpindah tangan, tidak juga seperti 
barang sewaan yang bisa diambil manfaatnya. Dengan pencatatan nikah suami 
istri dapat membuktikan pernikahannya melalui akta nikah, bahwa suami istri 
merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam dan hukum negara. Melalui 
pengkajian sadd al-dzari’ah, pencatatan nikah dapat menutup jalan meuju 
kerusakan yaitu menghindari prantek-praktek pernikahan secara bebas dengan 
tidak melibatkan Pegawai Pencatatan Nikah. Pencatatan nikah dikaji dengan 
mashlahah mursalah dapat melindungi kebutuhan dharuriyah yaitu maqasid al-
syari’ah dengan terpeliharanya kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta menyatu  untuk  
hidup  sebagai  suami istri  dalam  ikatan pernikahan adalah salah satu ciri 
manusia sejak pertama kali diciptakan. Di mulai sejak Allah SWT 
menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan  diciptakan  pula  Hawwa  
sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan 
pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan 
peradaban umat manusia di dunia. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia 
kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.
1
 
Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala mahluk Allah SWT, 
sebagaimana firman-Nya surah ar-Ruum ayat 21 : 
 َْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِِهتَايآ ْنِمَو ًة
 َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَِقل ٍتَايَلَ َكِلَذ فِ َّنِإ 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21).2 
Ketentuan ayat al-Qur’an tersebut jelas bahwa Sang Khaliq dalam 
menciptakan dua pasangan dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain, juga 
                                                          
1Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Kehidupan 8, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 28. 




memenuhi kebutuhan fitrahnya, yaitu kejiwaan, rasio, fisik, sehingga 
keduanya menemukan rasa tenang, damai, tentram, saling melengkapi, juga 
cinta dan kasih sayang. Islam menganjurkan pernikahan demi menjaga 
kehormatan dan martabat manusia. 
Muhammad Abu Ishrah mengatakan; pernikahan adalah akad yang 
memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara 
pria dan wanita, mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak 
bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing, yang di 
dalamnya terkandung tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.
3
 
Pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus 
memenuhi ketentuan agama dan ketentuan negara.Bentuk keterlibatan 
pemerintah dalam masalah pernikahan adalah dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku 
efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan undang-undang pertama 
yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian.
4
 
Sekian banyak rukun dan syarat sahnya pernikahan, ternyata masih 
ada yang sangat penting dan perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencatatan 
nikah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
 
                                                          
3Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9. 
4
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan 
Zaman Yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 130. 
5
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) 
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Di Indonesia, terdapat pertentangan dari dua kelompok ahli 
hukumdalam menafsirkan pencatatan nikahdalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Kelompok pertama menafsirkan 
peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang 
dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai 
aturan negara. Kelompokkedua berpendapatperaturan tersebut bersifat 
alternatif, artianya, pernikahn yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak 
dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah.
6
 
Berkaitandengan pencatatan nikah, hukum Islam tidak secara konkret 
mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun Sahabat belum dikenal 
adanya pencatatan nikah. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi 
rukun dan syarat-syaratnya. Agar diketahui masyarakat, pernikahan 
diumumkan melalui media walimatul ‘ursy. Rasulullah SAW bersabda : 
 َلاَق َف ٍةَرْفُص َر ََثا ٍفْوَع ِنْب ِنْحَّرلا ِدْبَع ىَلَع ىََأر ص َّبَِّنلا ََّنا ٍكِلاَم ِنْب ِسََنا ْنَع : اَم
 َلَاق ؟اَذه : ٍبَهَذ ْنِم ٍةاَو َن ِنْزَو ىَلَع ًَةَأرْما ُتْجَّوَز َت ىنِّا ِالله َلْوُسَر َاي . َلاَق : ُالله َكَراَب َف
 َكَل . َل َو ِْلَِْوا ٍةاَشِب ْو  
“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas 
kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 
"Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi 
wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, 
"Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun 
(hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.7 
 
                                                          
6
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm. 49. 
7Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 156. 
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Keharusan pencatatan nikah memang dapat dipahami sebagai bentuk 
baru dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan pernikahan 
meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kecil dan 
tertutup terdahulu, dengan pesta pemotongan hewan memang sudah dapat 
dikatakan sebagai pengumuman secara resmi dan saksi syar’i terhadap sebuah 
pernikahan, ada kesan pernikahan yang berlangsung pada masa-masa awal 
Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda, biasanya berlangsung 
di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. 
Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan. 
Sejalan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, 
banyak sekali terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat yang bersifat 
kompleks dan penuh dengan formalitas seperti sekarang. Ditandai dengan 
pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis. Bisa juga saksi hidup tidak lagi 
bisa di andalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia 
dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan 
sebuah bukti abadi yang disebut dengan akta.
8
 
Argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan nikah harus 
dilakukan adalah dengan mengacu kepada al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 
282 yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti 
hutang piutang hendaknya selalu dicatatkan.  Bila dilihat secara kontekstual 
                                                          
8Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 
(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121. 
5 
 




Meskipun pencatatan nikah telah diundangkan selama 23 tahun lebih, 
namun pada tataran penerapannya tidak mendapatkan respon yang optimal  
dari umat Islam Indonesia, karena rumusan hukum tentang pencatatan nikah 
tidak ditemukan di dalam al-Qur’an, hadits Nabi, maupun kitab-kitab fiqh 
klasik, sedangkan di kalangan umat Islam Indonesia sangat kuat tradisi 
pemikiran fiqh klasik. Pada umumnya masyarakat memandangfiqh identik 
dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Cara 
pandang yang demikian mengakibatkan kitab-kitab fiqh bukan lagi dipandang 
sebagai produk pemikiran keagamaan melainkan sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari agama itu sendiri.
10
 
Tindakan dari pemahaman tersebut kemudian menimbulkan asumsi 
bahwa selain dari fiqh dianggap tidak termasukperubahan ajaran Islam, seperti 
bentuk Undang-Undang, Putusan Peradilan atau Kompilasi. Konsekuensinya 
jika pesan syar’i dituangkan tidak dalam bentuk fiqh, tetapi berbentuk pasal-
pasal perundang-undangan maka cenderung dipandang sebagai sesuatu yang 
terpisah dari agama, bahkan dianggap lebih bersifat administratifketimbang 
bernilai hukum. 
Untuk penggalian sebuah hukum mengenai pencatatan nikah bisa 
dilakukan dengan beberapa metode yang ada dalam ushul fiqh, seperti dengan 
qiyas yang menjadi hujjah syar’iyah, apabila pada suatu peristiwa itu tidak ada 
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ketetapan hukumnya dari suatu nash atau ijma’ dan mempunyai persamaan 
‘illat dengan peristiwa yang mempunyai nash.11 Pencatatan nikah yang 
diqiyaskan dengan ayat yang menganjurkan mencatat apabila bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. 
Bila dilihat dari sudut pandang istihsan dengan pengertian penetapan 
hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
12
Pencatatan nikah 
mempunyai maksud untuk ketertiban pernikahan, namun tidak hanya itu 
melainkan supaya mendapatkan ketetapan dan perlindungan hukum, baik dari 
agama maupun negara. 
Pencatatan nikah menolak adanya nikah di bawah tangan, dikaitkan 
dengan maslahah mursalah yang menolak segala sesuatu yang merusak 
walaupun tidak ditetapkan oleh syara’ suatu hukum untuk mewujudkannya 
dan tidak terdapat suatu dalil syara’ yang memerintahkan untuk 
memperhatikannya atau mengabaikannya.
13
 Pencatatan nikah yang diadakan 
pemerintah sebagai bukti sahnya pernikahan, yang mempunyai akibat bahwa 
segala gugatan yang berhubungan dengan masalah pernikahan tidak akan 
digubris oleh negara, bila tanpa bukti itu adalah merupakan maslahah 
mursalah. Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari’at untuk diadakannya, tetapi 
biar pun demikian mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat. 
Saddudz dzari’ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan 
kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada 
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 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, 
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), hlm. 68. 
12
 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: AMZAH, 2008), hlm. 127 
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 Nikah di bawah tangan atau nikah sirri mempunyai kerusakan, 
karena tidak berkekuatan hukum tetap yang merugikan istri dan anak apabila 
nanti terjadi perceraian. Pencatatan nikah merupakan langkah untuk menutup 
kerusakan, yakni melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti 
perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui 
dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan 
seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, seperti nafkah istri, 
hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam 




Langkah untuk mencegah dampak negatif, maka pencatatan nikah 
telah sejalan dengan maqashid syari’ah yang menetapkan maslahah sebagai 
unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.
16
Perubahan terhadap sesuatu institusi 
perkawinan dengan dibuatkannya undang-undang bukan merupakan sesuatu 
yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacan ini adalah sah 
sesuai dengan kaidah fiqhiyah : 
 ُرَكْن ُي َلا  َكْح َلأْا ُرُّ يَغ َت ِةَنِكْم ْلأاَو ِةَنِم ْز ْلأا ُِّيَُّغ َِتب ِما  
”Tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan 
tempat”.17 
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 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1968), hlm. 68. 
15
Abdul Manan, Loc.Cit., hlm. 51. 
16
 Asyafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 65. 
17
 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2000), hlm. 102. 
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Karena aturan-aturan tentang pencatatan nikah telah diformulasikan 
sejak lama, bahkan hampir dipastikan telah diketahui secara umum dan 
disadari oleh masyarakat muslim, namun kenyataannya masih banyak yang 
menganggap bahwa pencatatan nikah tidak mempengaruhi keabsahan 
pernikahan dengan alasan bahwa pencatatan nikah tidak termasuk salah satu 
syarat atau pun rukun. Persoalan ini cukup menarik ditelisik, karena selain 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim saat ini, khususnya untuk 
mengkaji eksistensi pencatatan nikah yang sangat memungkinkan dapat 
menjadi penentu sah tidaknya pernikahan. 
Masalah yang difokuskan adalah keberadaan pencatatan nikah yang 
dikaji melalui pendekatan ushul fiqh dan pendekatan kontekstual dengan cara 
menggali ‘illat, semangat, dan tujuan serta prinsip umum yang terkandung 
baik dalam al-Qur’an atau pun aturan perundangan untuk dikaji melalui ushul 
fiqh. Dari uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi 
dengan judul : ISTINBATH HUKUM MENGENAI PENCATATAN 
NIKAH 
B. Penegasan Judul 
Penulis dalam penegasan judul akan membahas pengertian beberapa 
kata yang dianggap penting agar pembahasan dapat terfokus pada 
permasalahan. 
1. Istinbath  
Istinbath yaitu upaya mengeluarkan atau menarik hukum. Istinbath 
juga diartikan ijtihad yang artinya mengeluarkan segenap upaya dan 
9 
 
kemampuan secara sungguh-sungguh untuk mrngrluarkan atau menetapkan 
kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya.
18
 
2. Mengenai  
Kena pada sasaran, tujuan, atau berhubungan dengan suatu hal yang 
membicarakan tentang pencatatan nikah.
19
 
3. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu 
agama yang mencerminkan konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan 
konsep, sifat, fungsi dan hukum biasa yang hanya menyangkut soal-soal 
keduniaan semata. Jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan fenomena 
peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia yang tidak 
saja sekedar sejumlah aturan yang bersifat menzaman dan mensejagat raya, 
tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang 




Pencatatan berarti proses pembuatan suatu catatan pembukuan atau 
kegiatan penghimpunan data, kronologis kejadian yang terjadi, terukur melalui 
suatu cara yang sistematis dan teratur dalam bentuk tulisan secara rinci dengan 
melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen  yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi untuk memberikan 
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 Data yang telah terdaftar kemudian menjadi 
dokumen yang kemudian menjadi alat bukti jika suatu ketika dibutuhkan. 
5. Nikah  
Nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk 
mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.
22
 
C. Kajian Pustaka 
Pencatatan nikah mempunyai kedudukan sangat penting dalam sebuah 
ikatan pernikahan. Di perlukan kajian secara serius dalam istinbath hukum 
mengenai pencatatan nikah, beberapa skripsi terdahulu dan buku di bawah ini 
penulis gunakan sebagai referensi dalam pembuatan proposal skripsi, antara 
lain: 
1. Penelitian Terdahulu 
Skripsi berjudul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam 
Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA 
Kecamatan Tahunan)” karya Ida Mayanti. Skripsi tersebut menekankan 
pembahasan kedudukan dan fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
Skripsi karya Mukhlas Afroni dengan judul “Analisis Hukum Islam 
Tentang Poligami Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga”, 
membahas tentang nikah sirri, faktor penyebab dan pengaruhnya dan 
status nikahyangtidak dicatatkan. Serta dalam skripsi “Studi Analisis 
Nikah Sirri Menurut Hukum Islam” karya Tri Cipto Utomo yang 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), hlm. 264. 
22
Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab II Dasar-dasar 
Perkawinan, Pasal 2 
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kaitannya pada pencatatan nikah. Beberapa skripsi di atas penulis gunakan 
sebagai pendukung atau perbandingan, letak perbedaan dengan skripsi 
yang penulis akan susun lebih menekankan kepada penggalian hukum 
mengenai pencatatan nikahmelalui jalan ushul fiqh. 
2. Deskripsi Buku 
“Fiqh Munakahat” karya Abdul Rahman Ghazali dan Fiqh 
Munakahat karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab 
Sayyed Hawwas  menyangkut pembahasan pernikahan secara hukum 
Islam. Buku “Hukum Perdata Islam Di Indonesia” karya Dr. H. Amir 
Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag membahas tentang 
perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai 
Kompilasi Hukum Islam. 
Dalam buku yang ditulis oleh Drs. Ahmad Rofiq, M.A. yaitu 
“Hukum Islam Di Indonesia” tentang pencatatan nikah dan akta nikah 
yang belum jelas statusnya. Buku “Pencatatan Perkawinan & Perkawinan 
Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam” 
karya Neng Djubaidah, S.H., M.H. yang berisi pencatatan perkawinan 
hanya dipandang sebagai peristiwa penting saja. 
D. Batasan Masalah 
Batasan yang penulis teliti adalah mengetahui metode apa saja yang 
digunakan untuk istinbath hukum pencatatan nikahmelalui pendekatan ushul 




E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
fokus pada permasalahan sebagai berikut: 
1. Mengapa pernikahan harus dicatatkan ? 
2. Bagaimana istinbath hukum mengenai pencatatan nikah melalui 
pendekatan ushul fiqh (qiyas, istihsan, sad al-dzari’ah, dan maslahah al-
mursalah)? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Formal 
Sebagai langkah menuju pembuatan skripsi, untuk memenuhi dan 
melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program strata 
satu (S-1) jurusan Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama (UNISNU) Jepara. 
2. Tujuan Fungsional 
a. Untuk menggali sebuah hukum 
mengenai pencatatan nikah melalui metode ushul fiqh. 
b. Untuk mengetahui perkawinan 
yang sah dari sudut pandang agama dan negara, serta untuk 
mewujudkan kesadaran hukum umat Islam. 
c. Untuk memberikan jalan keluar 





G. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Memberikan pemikiran dan wawasan dalam rangka pembaharuan 
hukum perkawinan Islam dengan penggalian sebuah hukum mengenai 
pencatatan nikah yang sesuai dengan syari’at Islam dan agar dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat muslim di 
Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Di harapkan dapat memberikan dobrakan kepada setiap individu 
supaya seimbang dalam mentaati sebuah hukum, baik hukum Islam 
maupun hukum negara yang erat kaintannya dalam kehidupan, 
khususnya hukum keluarga. 
b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai 
penggalian hukum mengenai pencatatan nikah yang sesuai dengan 
konsep maqashid al-syari’ah. 
c. Guna mengembangkan penguasaan ilmu serta untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan sebuah kajian ilmu dalam 
menggali sebuah hukum. 
H. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan pengejaran terhadap kebenaran 
yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis terhadap penemuan, 
pengesahan, dan penjelasan kebenaran dalam rangka pemecahan suatu 
14 
 
masalah menggunakan cara kerja ilmiah secara sistematik,terkendali, 
objektif, serta tahan uji.
23
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian 
yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 
yang terjadi dengan menekankan proses berfikir deduktif dan induktif dan 
dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada,
24
 yaitu 
library research yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri 
data-data primer, sekunder, maupun tertier guna menjawab pertanyaan 
melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.
25
 
2. Sifat Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat 
deskriptif-eksploratif artinya penelitian yang menjelaskan gambaran 
akurat mengenai masalah-masalah secara fakta, guna untuk 
mendiskripsikan dan menemukan informasi yang belum diketahui, belum 
dipahami atau belum dikenali dengan baik mengenai Istinbath Hukum 
Mengenai Pencatatan Nikah, yang kemudian dilanjutkan dengan 




                                                          
23Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1-
4. 
24Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2012), hlm. 5. 
25Saifuddin Azwar, Op. Cit, hlm. 5. 
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3. Teknis Pengumpulan Data 
Mengenai pengumpulan data yang dipakai dalam mengkaji 
Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah menggunakan bahan dan 
cara meliputi: 
a. Data Primer  
Data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat diantaranya Buku 
“Ushul Fiqh” karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, “Ilmu Ushulul Fiqh dan 
Ilmu Ushul Fiqh” karya Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf, “Pengantar 
Hukum Islam” karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 
“Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi” karya Dr. Asyafri Jaya 
Bakri, “Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam (Kajian 
Konsep Qiyas Imam Syafi’i)” karya Dr. H. Sulaiman Abdullah, 
semuanya sangat membantu memberikan materi pengetahuan dasar 
mengenai teori, metode, pendekatan, cara dalam penggalian sebuah 
hukum mengenai pencatatan nikah. 
b. Data Sekunder  
Sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dan penjelas 
bahan primer mencakup Kitab Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU 




c. Studi Pustaka 
Yaitu dalam penelitian hukum yang menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif,pengumpulan data yang digunakan 
palingutama adalah penelitian kepustakaan (library research). 
d. Data-data 
Mencari data tertier dari buku-buku yang berkaitan dan 
mendukung penelitian, serta dengan cara metode penalaran dalam upaya 




e. Pendekatan Penelitian 
Penyusun menggunakan pendekatan normative, yang berdasarkan 
pada norma-norma atau standar-standar, disebut juga dengan survei 
normatif, yang dapat digunakan untuk meneliti masalah normatif  




f. Teknis Analisis Data 
Analisa dalam penelitian mengacu pada model Miles dan 
Huberman, dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 
abtraksi dan pentransformasian data mentah guna mempertajam mengenai 
penggalian hukum pencatatan nikah dengan cara kesimpulan akhir 
digambarkan dan diverifikasikan menggunakan teks naratif, serta secara 
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Dimana hasil analisisakan dipaparkan secara 
deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai 
penggalian hukum pencatatan nikah melalui pendekatan ushul fiqh. 
I. Sistimatika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan penulis menyajikan ke 
dalam beberapa bab, terdiri dari :  
1. Bagian Muka: 
A. Cover 
B. Halaman Judul 
C. Halaman nota pembimbing 
D. Halaman Pengesahan 
E. Halaman Motto 
F. Halaman Persembahan 
G. Halaman Kata Pengantar 
H. Halaman Daftar Isi 
2. Bagian Isi    : 
BAB I          : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Penegasan Judul 
C. Kajian Pustaka 
D. Batasan Permasalahan 
E. Perumusan Masalah 
                                                          
28Emzir, Op Cit., hlm. 129-134. 
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F. Tujuan Penelitian 
G. Manfaat Penelitian 
H. Metode Penelitian 
I. Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB II     : LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Pernikahan dan Macam-macam Hukumnya 
B. Hikmah Pernikahan 
C. Rukun-rukun Akad Nikah 
D. Syarat-syarat Akad Nikah 
E. Macam-macam Hukum Akad Nikah 
BAB III    : OBYEK KAJIAN 
A. Dasar Hukum Pencatatan Nikah Dalam Peraturan 
Perundang-undangan 
B. Prosedur Pernikahan 
C. Kedudukan Nikah Di Bawah Tangan Dalam Peraturan 
Perundang-undangan Di Indonesia 
D. Macam-macam Metode Istinbath Hukum 
BAB IV    : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
A. Analisis Pencatatan Nikah Menggunakan Metode Istinbath 
Qiyas 




C. Analisis Pencatatan Nikah Menggunakan Metode Istinbath 
Sadd al-Dzari’ah 
D. Analisis Akta Nikah Sebagai Bukti Pernikahan 
Menggunakan Metode Istinbath Maslahah al-Mursalah 
BAB V       : Penutup  
A. Kesimpulan 
B. Saran-saran 
C. Kata Penutup 
3. Bagian Akhir  :  



















A. Pengertian Pernikahan 
Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan 
dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama 
mengsyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian 
mengarahkan terlaksananya pernikahan dengan beralihnya kerisauan pria dan 
wanita menjadi ketenteraman, namun harus menekankan perlunya kesiapan  
fisik,  mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai  perjanjian antara laki-laki dan 
perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi);  perkawinan.
29
 Secara bahasa, 




1. Hubungan kelamin atau al-wath’u yang artinya hubungan seksual. 
2. Aqad atau al-‘aqdu, maksudnya sebuah akad atau bisa juga bemakna 
ikatan atau kesepakatan.  
Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang 
merupakan makna yang asli dari nikah dan mana yang makna kiasan? Apakah 
makna asli nikah itu hubungan seksual dan makna kiasannya akad ikatan 
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Pendapat pertama  : Mazhab al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari 
nikah itu adalah hubungan seksual, sedangkan akad adalah makna kiasan. 
Pendapat kedua  : Mazhab al-Malikiyah dan asy-Syafi’iyah berpendapat 
sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai 
sebagai hubungan seksual itu merupakan makna kiasan. 
Pendapat ketiga    : Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah 
memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu 
sendiri.   
Secara istilah fiqh, para ulama dari masing-masing mazhab yang 
muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.
32
 
a. Mazhab al-Hanafiyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang berarti 
mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan 
seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i. 
b. Mazhab al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi sebuah akad 
yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, 
bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah. 
c. Mazhab asy-Syafi’iyah mempunyai definisi yang berbeda tentang nikah 
dengan definisi-definisi sebelumnya, yaitu akad yang mencakup 
pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau 
lafadz yang maknanya sepadan. 
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d. Mazhab al-Hanabilah, yaitu akad perkawinan atau akad yang diakui di 
dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan. 
Definisi-definisi yang diberikan ulama terdahulu sebagaimana terlihat 
di atas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari 
suatu pernikahan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah 
berlangsungnya pernikahan. Ulama kontemporer memperluas jangkauan 
definisi ulama terdahulu, sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur 
dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri’ al-Islamiy, yaitu akad 
yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam 
tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua 
pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
33
 
Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan 
dengan definisi; perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain dengan 
tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang Perkawinan, namun 
bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan; perkawinan menurut Islam 
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzan 
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
34
 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
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Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk 
berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
35
 Hal ini ditegaskan oleh al-
Qur’an dengan firman-Nya :  
 َّثَبَو اَهَجْوَز اَه ْ نِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْف َن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّ تا ُساَّنلا اَهُّ َيأ َاي
 ُكْيَلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ َماَحْرَْلأاَو ِهِب َنوُلَءاَسَت يِذَّلا ََّللَّا اوُقَّ تاَو ًءاَسِنَو ًايُِّثَك ًلااَِجر اَمُه ْ نِم ْم
اًبيِقَر 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu”. (Q.S. an-Nisa’ : 1).36 
Selain sunnatullah yang bersifat kudrati, pernikahan dalam Islam juga 
merupakan Sunnah Rasul. Nabi SAW dalam haditsnya menyatakan : 
 ْنَمَف ؛َءاَسِىنلا ُجَّوَز ََتأَو ،ُدُقَْرأَو يِىلَصُأَو ،ُرِطُْفأَو ُموُصَأ ِىنِّكل  َسْيَل َف ِتَِّنُس ْنَع َبِغَر ِىنِّم 
“Namun aku sendiri shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi 
wanita. Siapa yang menentang sunnahku, maka ia bukanlah 
kelompokku”. (HR Bukhari dan Muslim).37 
B. Hikmah Pernikahan 
Dalam hal ini Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari 
ajaran agama yang sakral dan suci yang memiliki banyak hikmah diantara 
hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :
38
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1. Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya untuk diolah dan 
dimanfaatkan oleh umat manusia. Sedangkan hal tersebut tidak mungkin 
dicapai tanpa adanya jumlah manusia yang banyak agar bisa saling 
membantu dan berregenerasi dari masa ke masa sebab terbatasnya usia 
manusia dalam hidup di dunia, hal ini tidak mungkin terealisasi tanpa 
menikah. 
2. Ketika laki-laki disibukkan dengan kehidupan di luar rumahnya untuk 
mencari nafkah dan ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus 
rumahnya sebagai tempatnya beristirahat dari kejenuhan dan lelahnya 
bekerja di luar rumah, maka ia membutuhkan seorang pendamping yang 
mampu melakukan tugas kerumahtanggaan. Maka ia membutuhkan 
seorang istri sah yang menjadi pendamping hidupnya. 
3. Ketika manusia dibekali hawa nafsu yang harus tersalurkan, maka nikah 
adalah jalan yang sah untuk mencukupi kebutuhan seksual manusia dalam 
menyalurkan hasratnya. Hikmah nikah juga untuk menjaga kehormatan 
dari maksiat dan zina. 
4. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, baik ketika 
masih hidup atau setelah mati. Dengan menikah dapat merealisasikan 
kebutuhan bantuan orang lain tersebut (dunia dan akhirat). Saat di dunia 
istri dan anak dapat membantu pekerjaan rumah dan penolong ketika sakit, 
sedangkan ketika ayah meninggal dunia, maka doa dari anak saleh adalah 




C. Hukum Pernikahan 
Tentang hukum melakukan pernikahan, Al-Jaziry mengatakan bahwa 
hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya 
wajib, haram, makruh, sunnat, dan mubah. Ulama Syafi’iyah mengatakan 
hukum asal nikah adalah mubah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, 
berdasarkan nash-nash, baik al-Qur’an maupun Sunnah, Islam menganjurkan 
kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun 
dilihat dari kondisi orang serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan 




1. Melakukan Pernikahan Hukumnya Wajib 
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina, maka 
hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini 
didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga 
diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus 
dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka 
hukum melakukan pernikahan itu pun wajib.
40
 Hukum melakukan 
pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan 
hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat. 
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2. Melakukan Pernikahan Hukumnya Sunnat 
Orang yang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan 
untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak 
dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukumnya adalah sunnat. Alasan 
menetapkan hukum sunnat ialah dari anjuran al-Qur’an seperti tersebut 
dalam surat an-Nur ayat 32 : 
 ُمِهِنْغ ُي َءَارَق ُف اُونوُكَي ْنِإ ْمُكِئاَمِإَو ْمُِكداَبِع ْنِم َينِِلِا َّصلاَو ْمُكْنِم ىَمَاَيْلأا اوُحِكَْنأَو
 ٌميِلَع ٌعِساَو ُ َّللَّاَو ِهِلْضَف ْنِم ُ َّللَّا 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 




3. Melakukan Pernikahan Hukumnya Haram 
Bagi yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta 
tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah 
tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah 
dirinya dan istrinya, maka hukum melaksanakan pernikahan tersebut 
adalah haram, al-Qur’an melarang melakukan hal yang akan 
mendatangkan kerusakan : 
 ِةَكُلْهَّ تلا َلَِإ ْمُكيِدَْيِأب اوُقْل ُت َلاَو 
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan”. (Q.S. al-Baqarah : 195).42 
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4. Melakukan Pernikahan Hukumnya Makruh 
Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk nikah, belum 
berkeinginan untuk nikah, sedangkan perbekalan untuk pernikahan juga 
belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk 
pernikahan, namun fisiknya mengalamai cacat, seperti impoten, 
berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik yang lain. Menurut 
ulama Hanafiyah, makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu 




5. Melakukan Pernikahan Hukumnya Mubah 
Orang yang ada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang 
mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang 
mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi 
mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga 
tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi 
tengah-tengah seperti ini maka hukum nikah baginya adalah mubah.
44
 
D. Rukun Akad Nikah dan Syarat Shighat Akad 
Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan masuk di dalam 
subtansinya. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan 
menyatu dengan subtansinya. Di antara rukun akad nikah adalah ijab dan 
qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya 
membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.  
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1. Syarat Shighat Akad (Lafal Akad) 
Akad nikah tergolong akad fauri, dalam artian bahwa tujuan akad 
tercapai setelah terjadi ijab dan qabul.
45
 Obyek dalam sebuah akad nikah 
bukanlah orang yang terikat perjanjian, tetapi apa yang menjadi 
persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal balik 
antara suami dan istri. Ada beberapa syarat pada ijab dan qabul, sebagian 
menetap pada shighat akad dan sebagian yang lain menetap pada lafal 
yang menentukan keabsahan akad. Beberapa syarat ijabqabul adalah : 
a. Shighat Akad Berbentuk Kata Kerja 
Lafal yang digunakan mengungkapkan penyelenggaraan akad 
dalam syara’ hendaknya fi’il madhi (kata kerja bentuk lampau), 
dikarenakan fi’il madhi merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan 
penyelenggaraan akad dalam bahasa Arab, seperti zawwajtu atau 
tazawwajtu (aku nikahkan engkau), ungkapan ini disebut ijab. Kemudian 




b. Lafal yang Jelas Maknanya 
Pada dasarnya shighat akad nikah dapat terjadi dengan 
menggunakan bahasa apa pun yang dapat menunjukkan keinginan serta 
dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh 
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 Lafal tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, 
menggunakan kata yang jelas (sharih) menunjuk kepada makna 
pernikahan secara hakiki, yaitu yang dikandung dalam lafat nikah, tazwij, 
dan akar kata dari keduanya. Kedua, menggunakan lafal kiasan (majaz) 
yang maksudnya ditunjukkan oleh indikator kondisi. Pendapat Asy-
Syafi’iyah dan Hanabilah tidak sah akad nikah kecuali dengan lafal nikah, 
zawwaj atau akar kata dari keduanya saja, karena kedua lafal ini datang 
dari Asy-Syari’ yang digunakan untuk menunjuk akad nikah yang agung.48 
Ulama Hanafiyah memperbolehkan nikah menggunakan lafal 
kiasan dalam akad, tetapi menurut mereka lafal-lafal itu tidak satu 
tingkatan, ia memiliki empat bagian yaitu : 
1) Sah akad nikah menggunakan kata hibah, pemilikan, shadaqah, dan 
hadiah secara konsesus. 
2) Nikah tidak sah menggunakan lafal ibahah (memperbolehkan), ihlal 
(menghalalkan), dan i’arah (meminjamkan) karena tidak bermakna 
pemilikan dan tidak langgeng pemanfaatannya. 
3) Sah nikah menggunakan kata bay’ dan syira’ (jual dan beli). 
4) Tidak sah nikah dengan lafal ijarah (menyewa atau kontrak). Ijarah 
hanya berfaedah pemilikan manfaat atau bermakna pemilikan 
sementara, sedangkan nikah tidak mengenal waktu sementara. 
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Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa secara khusus, shighat akad 
nikah mempunyai tiga bentuk, yaitu lafal nikah, zawaj, dan hibah. Tetapi 
shighat lafal hibah wajib dibarengi penyebutan mahar tertentu. Kaum 
Zhahiriyah berpendapat bahwa akad nikah tidak sah kecuali menggunakan 
lafal nikah, tazwij, dan tamlik (kepemilikan).
49
 
c. Adanya Persamaan Ijab dan Qabul 
Harus ada persamaan antara qabul dan ijab baik secara jelas 
maupun kandungan maknanya. Jika terjadi perbedaan antara ijab dan 
qabul maka tidak sah akad, baik dalam ukuran mahar maupun dalam 
permasalahan yang diakadi. 
d. Ketersambungan Qabul Setelah Ijab 
Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis untuk mencapai 
keterpautan antara keduanya yang merupakan pendapat mayoritas fuqaha’. 
Sedangkan menurut Syiah Imamiyah, perbedaan majelis tidak apa-apa. 
e. Tidak Meralat Ijab Sebelum Qabul dan Shighat Akad Ringkas. 
Jika pihak ijab meralat ijab-nya sebelum qabul, ijab-nya dianggap 
tidak ada. Shighat akad nikah tidak boleh bergantung pada urusan yang 
akan datang atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Pernikahan 
yang bergantung pada syarat yang akan datang hukum akadnya bathil 
apabila syarat yang digantungi tidak tercapai pada masa yang akan datang, 
atau masih dalam kemungkinan. Berbeda dengan akad yang bergantung 
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pada sesuatu yang telah tercapai wujudnya pada saat akad berlangsung 
sekaligus, akadnya tidak batal.
50
 
E. Syarat Akad Nikah 
Syarat adalah sesuatu yang terhenti padanya dan ia di luar hakikatnya. 
Dalam akad nikah ada empat macam syarat, yaitu : 
1. Syarat Terjadinya Akad 
Syarat terjadinya akad yang wajib dipelihara adalah dua orang yang 
berakad dan shighat akad. 
a. Dua belah pihak yang melakukan akad hendaknya mempunyai keahlian 
berkomunikasi (mumayyiz). Jika kedua orang yang melaksanakan akad 
atau salah satunya kurang ahli, seperti orang yang kurang akalnya tetapi 
mumayyiz dan anak kecil mumayyiz maka sah akadnya, tetapi harus ada 
izin dari pihak yang berwenang. 
b. Masing-masing dari pihak yang menyelenggarakan akad hendaknya 
mendengar perkataan dan paham maksudnya. Jika akad dilakukan dengan 
kirim surat atau surat yang dibacakan, cukup dari salah satu mengetahui 
apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya. 
c. Bagi wanita yang dilaksanakan akadnya harus mempunyai syarat, yaitu 




                                                          
50
Ibid., hlm. 74. 
32 
 
2. Syarat Sah Nikah 
Syarat sah nikah adalah yang membuat akad patut menimbulkan 
beberapa hukum. Apabila satu syarat tidak terpenuhi maka akadnya rusak. 
Beberapa syarat tersebut yaitu : 
a. Adanya persaksian dengan ketentuan dua orang saksi, hadir dalam majelis, 
dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. Kewajiban persaksian karena 
beberapa alasan penting, yaitu akad nikah menempati kedudukan yang 
agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat, persaksian mencegah 
timbulnya isu yang tidak baik serta pernikahan berkaitan dengan banyak 
hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman. 
b. Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya, 
seperti ibu, saudara perempuan atau haram secara temporal, seperti 
saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. 
c. Shighat akad yang memberi makna untuk selamanya, pernikahan yang 
dibatasi dengan waktu adalah fasid.  
3. Syarat Pelaksanaan Akad 
Dengan wujudnya syarat maka timbullah pengaruh akad secara 
syar’i dalam pelaksanaan. Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada tiga 
macam, yaitu sebagai berikut : 
a. Masing-masing calon suami istri sempurna keahliannya (berakal dan 
baligh) dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun 
diwakilkan kepada orang lain. 
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b. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak 
menyalahi perkara yang diwakili. Jika ia menyalahinya, akadnya terhenti 
pada izin orang yang terwakili. 
c. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya 
sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat.  
4. Syarat Keharusan Nikah 
Syarat keharusan nikah setelah didahului syarat jadi, syarat sah, 
dan syarat pelaksanaan. Para fuqaha’ telah mempersyaratkan keharusan 
akad nikah meliputi : 
a. Hendaknya yang menjadi wali pernikahan orang yang tidak ada keahlian 
atau kurang keahlian adalah salah satu pihak dari orang tua atau anak. 
b. Jika seorang wanita telah baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri 
tanpa mengikutsertakan wali, hak wali dalam keharusan kontinuitas akad 
ada dua syarat. Pertama, hendaknya suami seimbang (kufu’) tidak lebih 
rendah kondisinya daripada wanitanya. Kedua, hendaknya mahar dalam 
akad sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil jika walinya ridha. 
c. Hendaknya akad tidak mengandung penipuan dari salah satu suami istri 
terhadap pasangannya. Jika wanita mempersyaratkan suami adanya 
keseimbangan ketika menikah, kemudian ternyata tidak ada 
keseimbangan, bagi istri memiliki hak fasakh, demikian juga wali karena 
akad tidak memiliki keharusan baginya. 
d. Tidak ada cacat pada suami yang memperbolehkan fasakh, seperti 
penyakit kritis berbahaya. 
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F. Macam-macam Akad Nikah 
Hukum pernikahan dan pengaruh yang ditimbulkannya mengikuti 
sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah murni, bergantung, rusak, dan batil. 
Beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari keempat macam akad pernikahan 
yaitu sebagai berikut :
51
 
1. Akad Nikah Sah Murni dan Hukumnya 
Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan 
akad dan akan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara’ dalam sebuah 
pernikahan, yakni : 
a. Kewajiban suami terhadap istri untuk membayar mahar, memberi nafkah 
(pangan,sandang, papan). Suami tidak menyakiti istri dengan perbuatan 
dan perkataan kecuali diperbolehkan syara’. 
b. Kewajiban istri terhadap suami meliputi; istri masuk ke wilayah kepatuhan 
suami, istri tunduk pada pengajaran suami pada hal-hal yang 
diperbolehkan syara’ yakni wilayah adab dan etika. 
c. Pengaruh kewajiban atas masing-masing suami istri, yaitu penetapan 
nasab anak-anak yang dilahirkan, saling mewarisi, keharaman saudara 
sambung, dan halal bagi suami istri untuk bersenang-senang. 
2. Akad Nikah Bergantung dan Hukumnya 
Akad pernikahan yang bergantung adalah akad shahih yang 
terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan atau akad 
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fudhuli(akad yang dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti). 
Akad fudhuli memiliki beberapa hukum, antara lain : 
a. Jika diadakan akad pernikahan (fudhuli) pada seseorang, kemudian orang 
yang berakad fudhuli meninggal dunia maka izin akad fudhuli baru 
diberikan kepada yang berkompeten. 
b. Di antara hukum orang yang mengadakan akad fudhuli, baginya tidak 
mempunyai hak merusak akad pernikahan setelah ijab qabul dan sebelum 
izin dari yang berkompeten. 
3. Akad Nikah Rusak dan Hukumnya 
Akad nikah fasid adalah sesuatu yang kehilangan satu dari rukun, 
seperti akad tanpa saksi. Hukum akad fasid tidak mewajibkan sesuatu dari 
pengaruh-pengaruh pernikahan. Ada beberapa pengaruh akibat 
percampuran dalam akad fasid, yaitu : 
a. Menolak hukuman zina karena adanya kesamaran. 
b. Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar 
minimal dari yang disebutkan dan membayat mahar mitsil. 
c. Haram baginya saudara sambung, haram atas laki-laki semua orang tua 
wanita tersebut dan anak-anaknya. 
d. Kewajiban iddah pada wanita dihitung sejak hari perpisahan. 
e. Penetapan nasab anak-anak yang dikandung istri. 
4. Akad Nikah Batil dan Hukumnya 
Akad batil adalah semua akad yang terjadi kecacatan dalam rukun 
dan syarat. Hukum akad ini tidak menetapkan sesuatu dan tidak 
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menimbulkan pengaruh, tidak ada wajib mahar, nafkah, taat, waris, 
saudara sambung, dan tidak terjadi talak karena talak merupakan cabang 
dari perwujudan pernikahan yang sah. Bila terjadi akad tersebut keduanya 
wajib dipisahkan dan hukumnya sama dengan berzina. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengatakan akad yang sangat kuat 
atau mitsaqan  ghalizhan  untuk mentaati perintah Allah SWT. Dalam hukum 
positif akad nikah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Di sisi lain akad nikah perlu dicatatkan supaya terhindar dari praktek-
praktek yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, 
sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menentukan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang 
Perkawinan menitikberatkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu 
pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang 
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A. Dasar Hukun Pencatatan Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan 
Registrasi memuat pencatatan tentang kependudukan dan kejadian-
kejadian vital, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian. Dasar 
hukum pencatatan nikah dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, 
Talak dan Rujuk Pasal 1 Ayat (1) 
“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, 
diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama 
atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan 
menurut agama Islam, selanjutnya disebut talah dan rujuk, diberitahukan 
kepada pegawai pencatat nikah”. 
 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya 
Undang-Undang RI Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di 
Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. 
“Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama 
Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang 
teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus 
dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Lagi 
pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga 
perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. Menurut 
hukum agama Islam nikai itu ialah perjanjian antara bakal suami atau 
wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi 
kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia 
boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada 
umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali 
yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad 
nikah itu. Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat (1) dan (3) 
Pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini 




menjadi batal karena pelanggaran itu. Yang dimaksud dengan mengawasi 
ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian itu diperbuat, pun pula 
memeriksa, ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap kepada 
pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah 
syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. 
Selanjutnya pelanggaran yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa 
kekuasaan untuk menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan tempat 
kedudukan dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh masing-masing dari 
tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau pegawai 
yang ditunjuk olehnya atau pada Kepala Jawatan Agama Daerah, sedang 
biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai 
pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negara dan Pegawai pencatat 
nikah diangkat sebagai pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Jawatan 
Agama Daerah ialah Jawatan Agama Karesidenan atau Jawatan Agama di 
Kota Jakarta Raya dan Surakarta. Surat keterangan tidak mampu harus 
diberikannya dengan percuma, menjaga supaya orang yang tidak mampu 
jangan diperberat”. 53 
 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 
(1) dan (2) 
(1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 
(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) 
(1) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. 
(2) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada 
kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-
undangan mengenai pencatatan perkawinan”. 
(3) “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku 
bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 
yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan pemerintah 
ini”. 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
“Pegawai  Pencatat yang  menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan,  meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan 
telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak  terdapat  halangan  perkawinan  
menurut undang-undang”.54 
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (1) dan (2) 
(1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 
(2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. 
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 
Nikah 
“Peraturan Menteri Agama yang berlaku sejak 25 Juni 2007 terdiri dari 21 
BAB dan 43 Pasal, mengatur secara teknis substansial mengenai tata cara 
pernikahan, setelah perceraian dan rujuk serta pencatatannya, baik di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Pengadilan maupun di Kantor 
Catatan Sipil”. 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 9 Ayat (1) huruf b 
“Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data 
hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi 
Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec”. 
9. Pasal 34 Ayat (1) sampai (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan 
(1) “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib 
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat 
terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal perkawinan”. 
(2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan 
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”. 
(3) “Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
masing-masing diberikan kepada suami dan istri”. 
(4) “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang 
beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec”. 
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(5) “Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan dalam Pasal 8 Ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec 
kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) 
hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan”. 
(6) “Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil”. 
(7) “Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana”. 
10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan 
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku 
bagi : 
a. “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. 
b. “Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas 
permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”. 
11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50 
“Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus 
memberitahukan hal itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal 
salah satu pihak”.55 
 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, pencatatan akad nikah dilakukan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang pada 
waktu itu hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura. Setelah keluarnya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, pencatatan akad nikah sebagaimana 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pun berlaku untuk seluruh 
wilayah Indonesia. 
Pencatatan akad nikah pada saat itu bukan menjadi keharusan. Hal ini 
dapat terlihat pada pasal yang menyatakan bahwa : “Nikah yang dilakukan 
menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai 
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pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk 
olehnya”.56 Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pegawai pencatat nikah hanya 
bertugas mengawasi terlaksananya pernikahan agar dapat berlangsung sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. 
Apabila dilihat dari aspek keagamaan semata, maka pernikahan sudah 
dipandang sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di 
belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian 
kurang dipikifkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, 
karena ada pihak yang dirugikan. Setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 
Tentang Perkawinan, maka sejak itu pernikahan harus dicatatkan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan bunyi pasal : 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.57 
Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, kekhawatiran yang 
disebabkan di atas sedikit banyaknya sudah dapat diatasi, karena sudah ada 
perangkat hukum, terutama bagi umat Islam. Dipertegas lagi dalam Kompilasi 
Hukum Islam pada :  
Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 
(1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat”.  
(2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 
1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954”. 
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Pasal 6 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 
(1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah” 
(2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. 
 
Pasal 7 Ayat 1 berbunyi : 
(1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah”. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan 
melaksanakan pernikahan agar tidak hanya mementingkan aspek agama saja, 
tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. 
Pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat 
demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.  
Di samping itu karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-
satunya bukti adanya pernikahan adalah akta nikah, maka pencatatan nikah 
sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan akta yang otentik, yaitu akta yang 
dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta 
dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta ini memiliki 




Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau 
mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-
orang yang memperoleh hak daripadanya, artinya hakim harus 
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menganggapnya benar serta tidak memerlukan pembuktian lain, kecuali 
memang dapat dibuktikan tentang ketidakbenarannya (tentunya dengan alat 
bukti lain dan alasan yang lebih kuat).
59
 
B. Prosedur Pencatatan Nikah 
Kelanjutan mengenai pencatatan nikah dapat dilihat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 
(1) “Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk”. 
(2) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan”. 
Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, pencatatan nikah 
dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) 
bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. 
Tata cara pernikahan dan akta nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 
sampai dengan Pasal 9 PP No.9/1975, meliputi :
60
 
a. Ketika akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan 
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, baik dengan cara lisan atau 
tertulis oleh calon mempelai atau wakilnya, pemberitahuan memuat 
identitas. (Pasal 3, 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975). 
                                                          
59
 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2013), hlm. 156. 
60
 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 107-111. 
44 
 
b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk 
melaksanakan perkawinan menurut undang-undang, maka perkawinan 
tersebut ditulis dalam buku daftar dan diumumkan pada suatu tempat yang 
mudah dibaca oleh umum yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat. 
(Pasal 6, 7, 8, dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975). 
c. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, 
kedua mempelai, dua orang saksi dan pegawai pencatat harus 
menandatangani akta perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta 
tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah. Dengan penandatanganan 
akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. (Pasal 10, 
11, 12 PP Nomor 9 Tahun 1975). 
d. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan oleh 
Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam 
wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Untuk memberi 
kepastian hukum kepada suami istri, masing-masing diberikan kutipan 
akta perkawinan. (Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975). 
Akta nikah ialah sebuah daftar besar (Register Nikah) yang memuat 
antara lain (Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975) : 
1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman 
suami istri. 
2. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka. 
3. Surat izin nikah dan persetujuan (Pasal 6 UU), dispensasi nikah (Pasal 7 
UU), izin poligami (Pasal 4 UU), izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh 
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HANKAM/PANGAB bagi Anggota Angkatan Bersenjata, dan perjanjian 
nikah apabila ada. 
4. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi dan wali 
nikah bagi yang beragama Islam. 
5. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila 
perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 
Kepada suami istri masing-masing diberikan “Kutipan Akta 
Perkawinan”, yang mirip dengan “Buku Nikah” yang termuat beberapa 
catatan pokok yang dipandang perlu. Kutipan akta perkawinan adalah bukti 
otentik bagi masing-masing yang bersangkutan, karena dibuat oleh pegawai 
umum (openbaar ambtenar) (Pasal 2 Ayat (3) UU No. 22 tahun 1946).
61
 
Secara garis besar, nikah yang tidak dicatatkan membawa akibat 
hukum, yaitu : Pertama, pernikahan tidak sah menurut hukum negara, karena 
tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatn Sipil 
(KCS). Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan), sedangkan 
hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, kelahiran anak juga berstatus 
sebagai anak di luar nikah. Ketiga, akibat lebih jauh dari pernikahan yang 
tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan tidak 
berhak menuntut nafkah atau pun warisan dari ayahnya. 
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C. Kedudukan Nikah Di Bawah Tangan Dalam Peraturan Perundang-
undangan Di Indonesia  
Nikah di bawah tanganyang dimaksud adalah pernikahan yang 
dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi adil serta ijab qabul, 
namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau 
Kantor Catatan Sipil dan dikatakan sebagai pernikahan di bawah tangan. 
Pendekatan yang harus digunakan untuk meninjau nikah di bawah tangan 
adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundang-
undangan nasional. Ada tiga perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian 
untuk menemukan eksistensi nikah di bawah tangan.  
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Di dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan) dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) 
bahwa;“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian di dalam Pasal 2 Ayat (2) 
dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan yang ada di dalam 
Undang-Undang Perkawinan hanya dinyatakan seperti itu. 
Dari ketentuan tersebut, maka dalam pemahaman pernikahan di 
bawah tangan termasuk pernikahan sah atau tidak sah ada dua pendapat 
yang saling bertentangan. Yang berpendapat bahwa nikah di bawah tangan 
sah menyatakan, bahwa pencatatan nikah tidaklah menjadi syarat sah 
sebuah pernikahan dan merupakan persyaratan administratif sebagai bukti 
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telah terjadinya sebuah pernikahan. Sahnya sebuah pernikahan hanya 
didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang disebutkan Pasal 
2 Ayat (1), dan Ayat (2) yang membicarakan tentang pencatatan nikah 
tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah pernikahan.
62
 
Mengenai tujuan pencatatan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum 
dijelaskan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam kehidupan 
manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat 
keterangan yang berupa akta resmi atau disebut akta otentik. 
Dengan memahami penjelasan umum dalam Undang-Undang 
Perkawinan tersebut, maka pencatatan nikah itu bertujuan untuk 
menjadikan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik bagi yang 
bersangkutan atau pun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi 
sengketa atau perselisihan, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat 
bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan nikah tidak 
menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya perintah untuk 
menyatakan bahwa peristiwa pernikahan telah terjadi, ini semata-mata 




                                                          
62
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 
(Prenada Media: Jakarta, 2004), hlm. 131. 
63
Supardi Mursalin, Menolak Poligami Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum 
Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 42. 
48 
 
Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan 
orang-orang yang memandang pencatatan nikah sebagai syarat sahnya 
sebuah pernikahan. Pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari 
badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan 
pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975. Kedua, ayat yang ada dalam Pasal 2 Undang-
Undang Perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak 
terpisah. Maksudnya, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja 
belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. 
Ketiga, apabila Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dikaitkan 
dengan Bab III Pasal 13 sampai 21 dan Bab IV Pasal 22 atau 28 masing-
masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila 
diatur dalam PP No. 9 tahun 1975. Jika pernikahan sah tanpa ada 
pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. 
Keempat, dari sisi bahasa arti kata “dan” pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan berarti kumulatif.
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Pendapat lain mengenai nikah di bawah tangan tidak sah 
menyatakan bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Setiap pernikahan 
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan  
Pegawai Pencatat Nikah akan menimbulkan banyak masalah. 
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Pencatatan nikah tidak hanya sekedar untuk menertibkan tetapi 
masih ada manfaat yang lain, yaitu menjamin kepastian hukum dan untuk 
melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan 
dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui dalam daftar 
kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, 
serta akibat dari terjadinya pernikahan, meliputi nafkah istri, hubungan 
anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan 
administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.
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Nikah di bawah tangan pencatatan tidak berlaku, tidak 
dicatatkannya pernikahan sudah tentu menyalahi kaedah yang berlaku 
dalam hukum positif. Dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dapat dikatakan sebagai dasar atau tolok ukur untuk menilai sah atau 
tidaknya nikah di bawah tangansecara hukum, baik hukum Islam maupun 
hukum positif. Berdasarkan klausul tersebut nikah di bawah tangansecara 
otomatis tidak sah menurut hukum positif. 
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Status Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum positif nasional 
telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum Peradilan 
Agama. Secara konstitusional hadir melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam disusun dan disebarluaskan 
untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang 
beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa 
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keluarga dalam lingkup Peradilan Agama.
66
 Bagaimana sebenarnya 
pengaturan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga dianggap 
sah? Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;“Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 
Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat.
67
 Penegasan pasal tersebut dapat dikatakan 
bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan 
aturan formal juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan, yang 
dimaksud agar pernikahan memiliki kekuatan hukum. Karena apa pun 
yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara 
hukum dan juga digunakan untuk mengurus administrasi catatan sipil bagi 
suami-istri dan anak-anaknya. Pasal selanjutnya mempertegas bahwa, 
“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan 
hukum”.68 
Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah 
mengantisipasi lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan 
masalah administratif. Sehingga dalam klausal ini dinyatakan agar 
terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal 
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menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi 
masyarakat, dan klausal yang menyatakan pernikahan tidak mempunyai 
kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. Pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak 
memperbolehkan adanya praktek nikah di bawah tangan, meskipun istilah 
nikah di bawah tangan tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, 
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas 
sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah di bawah tangan. 
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
69
 Dalam hal pernikahan tidak dapat 
dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke 
Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama 
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
70
 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya Akta Nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan; 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan: 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; 
                                                          
69
Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1). 
70
Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2), (3). 
52 
 
Timbul permasalahan yang perlu penegasan bila itsbat terjadi 
terhadap nikah di bawah tangan di masa sekarang, akan terjadi dualisme 
kekuatan hukum dalam pencatatan nikah, satu sisi tidak diakui oleh Undang-
Undang Perkawinan akan tetapi sisi lain dapat disahkan menurut sidang itsbat 
nikah. Hal ini akan berakibat kepada eksistensi Undang-Undang Perkawinan. 
Pada kasus ini bukan istbat yang dijadikan sebagai jalan keluar akan tetapi 
bagaimana menertibkan nikah di bawah tangan, seperti mengefektifkan 
ketentuan denda yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Apabila 
nikah di bawah tanganmenjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, 
mengikat dan dipertahankan secara terus-menerus, dengan asumsi nikah 
tersebut bisa dimintakan itsbat-nya kepada Pengadilan Agama, maka 
efektifitas pelaksanaan makna Peraturan Perundang-undangan tidak akan 
pernah terwujud. 
Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hampir sejalan dengan 
konsep fiqh yang dirumuskan oleh Wahhab az-Zuhali, yang membolehkan 
itsbat nikah yang secara subtansial bahwa hukum di Indonesia mengakui 
adanya lembaga itsbat, untuk pengesahan nikah yang belum dicatat, dan 
kemudian dengan alasan tertentu telah dicantumkan dalam rincian Pasal 7 
Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam nikah dapat dicatatkan dan diitsbatkan 
sehingga diakui secara administrasi. Pada sisi lain ketentuan pasal tersebut 
telah memberi peluang terjadinya nikah-nikah yang tidak dicatatkan melalui 
Pegawai Pencatat Nikah, yang menguntungkan pihak-pihak yang melakukan 
nikah di bawah tangandengan munculnya kasus-kasus nikah di bawah tangan. 
53 
 
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper) merupakan 
perangkat hukum peninggalan warisan Hindia Belanda yang telah diakui 
sebagai sumber hukum nasional. Catatan sipil diatur di dalam Bab II Buku 




a. Daftar kelahiran 
b. Daftar pemberitahuan kawin 
c. Daftar izin kawin 
d. Daftar perkawinan dan perceraian 
e. Daftar kematian 
Masalah pernikahan diatur dalam Buku I Tentang Orang Bab IV 
Tentang Perkawinan mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 102. Secara umum 
peraturan pernikahan di dalam KUHper memiliki kesamaan dengan 
Undang-Undang Perkawinan. Seperti halnya hukum positif lainnya, 
KUHper juga tidak menyebut sama sekali istilah nikah di bawah tangan. 
Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus 
memberitahukan hal itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal 
salah satu pihak.
72
 Pasal  tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang akan 
dilangsungkan dicatatkan secara resmi. Kegiatan pencatatan adalah 
sebagai bukti bahwa pernikahan telah dianggap sah berdasarkan hukum 
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yang berlaku, sebagai konsekuensinya pasangan suami istri berhak 
mendapatkan akta nikah. 
Sementara dalam Pasal 100 ditegaskan pernikahan harus dapat 
dibuktikan dengan akta yang dibukukan dalam register catatan sipil. Suatu 
indikasi di mana pernikahan baru akan dianggap sah apabila ada akta 
nikahnya. Dalam nikah di bawah tangan, akta nikah tentu tidak ada karena 
tidak dicatatkan, sehingga menurut KUHper nikah semacam ini adalah 
tidak sah dan tidak legal secara hukum. 
Akta nikah ternyata berfungsi memperkarakan permasalah rumah 
tangga suami istri di Pengadilan Agama, dalam Pasal 1865 setiap orang 
yang menegakkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan 
membuktikan adanya hak dan peristiwa. Alat pembuktian meliputi bukti 
tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
73
 
Jadi menurut KUHper, jika suatu peristiwa hukum tidak dapat 
dibuktikan atau tidak menunjukkan alat bukti (akta nikah), maka perkara 
hukum lanjutan yang melekat di dalamnya tidak dapat diproses. Nikah di 
bawah tanganyang tidak dapat dibuktikan dengan akta tidak bisa 
diperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan, seperti 
itsbat nikah, perceraian, pembagian hak waris dan mengurus akta 
kelahiran anak.  
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D. Macam-macam Metode Istinbath Hukum Pencatatan Nikah 
Sumber hukum Islam yang pokok adalah al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah, karena keduanya merupakan petunjuk utama kepada hukum Allah 
SWT, selain dari keduanya seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, 
sadd adzari’ah merupakan sebagai dalil pendukung atau alat bantu untuk 
sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur’an dan Sunnah. 
Karena sebagai alat bantu, sebagian ulama menyebutnya dengan metode 
istinbath. Berikut ini secara ringkas akan dijelaskan dalil pendukung tersebut. 
1. Qiyas  
Qiyas yang dikemukakan oleh Wahhab az-Zuhaili adalah 
menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan 
hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada 
persamaan ‘illat antara keduanya.74Definisi yang lain menegaskan bahwa 
qiyas adalah penetapan hukum yang sama dari sesuatu kepada sesuatu 
yang lain karena adanya persamaan ‘illat di antara keduanya menurut 
pandangan sang penetap hukum atau mujtahid.
75
Jumhur Ulama 
berpendirian qiyas menjadi hujjah syar’iyyah bagi hukum-hukum amal 
perbuatan manusia, dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil 
syari’at. Ulama Nizhamiyah, Zhahiriyah dan sebagian ulama aliran Syi’ah 
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Mazhab empat telah menggunakan qiyas sebagai dasar pegangan 
dalam beristinbath atau menentukan fatwanya. Imam Abu Hanifah 
menggunakan dasar qiyas pada urutan keempat setelah Kitabullah, Sunnah 
Rasulullah, Atsar-atsar shahih, dan fatwa-fatwa para Shahabat. Imam 
Malik ibn Anas juga menggunakan dasar qiyas pada urutan keempat 
setelah Kitabullah, Sunnah Rasul yang shahih, ijma’ ahli Madinah. Imam 
Syafi’i pada urutan keempat setelah al-Qur’an, hadits, ijma’. Sedangkan 
Imam Ahmad ibn Hanbal berpegang pada qiyas pada urutan kelima setelah 
nash al-Qur’an dan hadits marfu’, fatwa-fatwa Shahabat, fatwa-fatwa 




Dalil al-Qur’an sebagai alasan menetapkan kehujjahan qiyas 
adalah surat an-Nisa’ ayat 59 dan surat al-Hasyr ayat 2. Setiap qiyas 
mempunyai empat rukun, yakni :
78
 
a. Ashal (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang 
dijadikan tempat mengqiyaskan. 
b. Far’u (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa 
itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashalnya. 
c. Hukum Ashal ialah hukum syara’ yang ditetapkan oleh suatu nash dan 
dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. 
d. ‘Illat merupakan suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal. 
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Wahhab az-Zuhaili mengatakan; dari segi perbandingan antara 
‘illat yang terdapat pada ashal (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang 
terdapat pada cabang, qiyas dibagi menjadi tiga macam :
79
 
1) Qiyas Awla, yaitu bahwa ‘illat yang terdapat pada far’u lebih utama 
daripada ‘illat yang terdapat pada ashal. 
2) Qiyas Musawi, yaitu qiyas di mana ‘illat yang terdapat pada far’u 
sama bobotnya dengan bobot ‘illat yang terdapat pada ashal. 
3) Qiyas al-Adna, yaitu ‘illat yang terdapat pada far’u lebih rendah 
bobotbya dibandingkan dengan ‘illat yang terdapat dalam ashal. 
2. Istihsan  
Dilihat dari sudut kebahasaan “istihsan” berarti mengikuti sesuatu 
yang menurut analisis nalar adalah baik. Menurut ulama Hanafiah sebagai 
pemakai metode ini adalah beralih dari satu ketetapan qiyas pada hasil qiyas 
lain yang lebih kuat, atau dengan kata lain mentakhsisqiyas dengan dalil yang 
lebih kuat.
80
Istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum 
menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Mazhab Hanbali. Imam Muhammad ibn 
Idris al-Syafi’i tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya, 
barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan istihsan sama dengan 
membuat syari’at baru dengan hawa nafsu.81 
Memakai qiyaskhafi dan meninggalkan qiyasjali karena ada petunjuk 
untuk itu, dikenal dengan istilah istihsan qiyasi. Istihsan qiyasiterjadi pada 
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suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk 
qiyas, yaitu qiyas jali atau qiyaskhafi. Pada dasarnya bila dilihat dari segi 
kejelasan ‘illat-nya maka qiyas jali lebih pantas didahulukan atas qiyas khafi. 
Namun menurut mazhab Hanafi, bila memandang bahwa qiyas khafi lebih 
besar kemaslahatan yang dikandung dibandingkan dengan qiyas jali, maka 
qiyas jali boleh ditinggalkan dan memakai qiyas khafi.
82
 Yang dimaksud 
dengan qiyas jali ialah qiyas yang jelas ‘illat-nya, tetapi pengaruhnya dalam 
mencapai tujuan syariat lemah. Sedangkan qiyas khafi ialah qiyas yang samar 
‘illat-nya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat kuat.83 
Istihsan bentuk kedua yaitu istihsan dalam arti meninggalkan qiyas 
karena terdapat sesuatu yang berlawanan dengan qiyas. Yang melawani qiyas 
ialah atsar, ijma’ atau keperluan yang harus diperhatikan agar tidak 
menyempitkan manusia. Istihsan jenis ini terbagi kepada; istihsan sunnah, 
istihsan ijma’ dan istihsan darurat.84 
3. Maslahah al-Mursalah 
Maslahah al-Mursalah adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian 
yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan maslahah, yakni 
memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
85
 Konsep maslahah erat 
kaitannya dengan maqashid al-Syari’ah, karena upaya memantapan maslahah 
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sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum atau kandungan maqashid al-
Syari’ah adalah kemaslahatan.86 
Untuk mengetahui kedudukan maslahah al-mursalah harus dikaitkan 
dengan analisis maqashid al-Syari’ah. Analisis terhadap keterkaitan antara 
keduanya dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya maqashid al-Syari’ah 
dalam rangka penajaman analisis metode maslahah al-mursalah sebagai corak 




Para ulama pemakai maslahah menetapkan tiga persyaratan pokok 
sehingga hasil kajiannya bisa diterima, yaitu :
88
 
a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang 
mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat diperlihatkan secara 
nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka. 
b. Tinjauhan kemaslahatan general dan menyeluruh, maksudnya tidak hanya 
memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok 
tertentu saja, tapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim. 
c. Ketentuan-ketentuan hukum produk kajian maslahah tidak boleh 
bertentangan dengan nash dan ijma’. 
4. Sadd al-Dzari’ah 
Dari segi kebahasaan, kata al-dzari’ah berarti jalan yang 
menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedang menurut istilah 
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adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan 
menimbulkan mafsadah, atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan 
baik dan menimbulkan mashlahah. Definisi tersebut membagi al-
dzari’ahmenjadi dua jenis. Al-dzari’ahjenis pertama termasuk perbuatan-
perbuatan buruk dan harus ditutup,itulah yang disebut dengan sad al-dzari’ah. 
Penutupan yuridis terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bisa dengan hukum 
haram atau makruh, tergantung bobot mafsadah yang akan ditimbulkan. Al-
dzari’ahjenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka 
kesempatan untuk melakukannya, disebut dengan fath al-dzari’ah. 




Mengenai kehujjahan dzari’ah, baik fath al-dzari’ah maupun sad al-
dzari’ah diperselisihkan dikalangan para ulama. Menurut Imam Malik dan 
Imam Ahmad dzari’ah adalah salah satu dalil fiqh. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyah mengatakan bahwa sad al-dzari’ah itu adalah seperempat agama. 
Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga 
menggunakannya namun menolaknya pada keadaan yang lain. Ibnu Hazm al-
Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum Islam.
90
 
Ulama yang menetapkan sad al-dzari’ah sebagai hujjah 
mengemukakan beberapa alasan :
91
 
 ٍمْلِع ِْيَُِّغب اًوْدَع ََّللَّا اوُّبُسَي َف َِّللَّا ِنوُد ْنِم َنوُعْدَي َنيِذَّلا اوُّبُسَت َلاَو 
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“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan”. (Q.S. Al-Baqarah: 104).92 
Dalam ayat ini Tuhan melarang kaum muslimin memaki-maki orang-
orang musrikin atau Tuhan yang mereka sembah. Karena perbuatan yang 
demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Tuhan 
Allah SWT. 
 َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ٌمِيَلأ ٌباَذَع َنِيرِفاَكِْللَو اوُعَْسْاَو َانُْرظْنا اوُلوُقَو اَنِعَار اُولوُق َت َلا اوُنَمآ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada 
Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan 
"dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih
”
. 
(Q.S. Al-An’am: 108),93 
Tuhan melarang kaum mu’minin berkata kepada Rasulullah SAW, 
“ra’ina”. Lantaran orang Yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media 
untuk mengejek Rasulullah SAW, dengan mengartikan kata-kata itu menurut 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Pencatatan Nikah Menggunakan Metode Istinbath Qiyas 
Secara eksplisit memang tidak ada satu pun nash baik dalam al-
Qur’an maupun hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan nikah. 
Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang pencatatan nikah merupakan 
sebuah keharusan, karena banyak sekali kemudharatan yang akan ditimbulkan 
jika tidak dilakukan pencatatan. Mengenai pencatatan nikah dapat diqiyaskan 
dengan ayat mudayanah (al-Baqarah ayat 282) yang mengisyaratkan adanya 
bukti tertulis dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, ketentuan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
 ٌبِتاَك ْمُكَن ْ ي َب ْبُتْكَيْلَو ُهوُُبتْكَاف ى ًّمَسُم ٍلَجَأ َلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي 
 ُّقَْلِا ِهْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْل َف َُّللَّا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبَْأي َلاَو ِلْدَعْلِاب
 َيْلَو َلا ْوَأ اًفيِعَض ْوَأ اًهيِفَس ُّقَْلِا ِهْيَلَع يِذَّلا َناَك ْنَِإف اًئْيَش ُهْنِم ْسَخْب َي َلاَو ُهَّبَر ََّللَّا ِقَّت
 َْلِ ْنَِإف ْمُكِلاَِجر ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو ِلْدَعْلِاب ُهُِّيلَو ْلِلْمُيْل َف َوُه َّلُِيُ ْنَأ ُعيِطَتْسَي
 َر َانوُكَي َر ِىَكذُت َف َاُهُاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ ِءاَدَه ُّشلا َنِم َنْوَضْر َت ْنَّمِ ِنَاَتَأرْماَو ٌلُجَر َف ِْينَلُج
 ًايُِّبَك َْوأ ًايُِّغَص ُهوُُبتْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت َلاَو اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَه ُّشلا َبَْأي َلاَو ىَرْخُْلأا َاُهُاَدْحِإ
 ْمُكِلَذ ِهِلَجَأ َلَِإ ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلاِإ اُوبَاتْر َت َّلاَأ َنَّْدأَو ِةَداَه َّشِلل ُمَو ْ َقأَو َِّللَّا َدْنِع ُطَسَْقأ
 َلاَو ْمُتْع َياَب َت اَذِإ اوُدِهْشَأَو اَهوُُبتْكَت َّلاَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َف ْمُكَن ْ ي َب اَه َنوُريُِدت ًةَرِضاَح
 ِهَش َلاَو ٌبِتاَك َّراَضُي ُ َّللَّاَو َُّللَّا ُمُكُمِىلَع ُيَو ََّللَّا اوُقَّ تاَو ْمُكِب ٌقوُسُف ُهَّنَِإف اوُلَعْف َت ْنِإَو ٌدي
 ٌميِلَع ٍءْيَش ِىلُكِب 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 




menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 




Para pakar tafsir menafsirkan ( ٍنَْيدِب ُْمتَْنيَاَدت َاذِإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي ) adalah 
berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Para pakar tafsir lainnya 
menyatakan dengan muamalah yang lebih luas atau secara tidak tunai, seperti 
perniagaan dan pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan dengan jalan 
yang sah dan halal, karena catatan tersebut lebih memelihara jumlah barang 
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Dilihat dari segi bahasa, (  ُْمتَْنيَاَدت ) tidak berbeda dengan kedua 
pendapat di atas. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang utang piutang 
dapat mencakup berbagai macam hal, baik untuk kepemilikan barang 
komoditi atau pun dikembangkan lagi usaha. Perbedaan pendapat sebenarnya 
bukan bersifat prinsip, tetapi hanya berbeda dalam memahami maksud (  ُْمتَْنيَاَدت ) 
tersebut. Ada yang memahami secara tekstual ada pula yang mengembangkan 
untuk kepentingan berbagai macam transaksi dalam dunia bisnis. 
Kelanjutan dari ayat tersebut yang tertulis (  ُهُوُبتْكاَف ى ًّمَسُم ٍلََجأ ىَلِإ )adalah 
apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai jangka waktu 
tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatat transaksi tersebut. 
Potongan ayat (  َأ اًريِغَص ُهُوُبتَْكت َْنأ اوَُمأَْست َلََو ِهِلََجأ ىَلِإ اًرِيبَك ْو  )merupakan 
kesempurnaan dari petunjuk, yakni perintah untuk mencatat hak, baik yang 
kecil maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaan ayat ( اوَُمأَْست َلَ ) 
artinya jangan merasa enggan jika diminta untuk menulisnya.
96
 
Ayat ( اُوبَاتَْرت ََّلَأ ىَْنَدأَو ) yakni telah menghapus keraguan; bahkan 
apabila berselisih maka catatan yang telah ditulis di antara kalian dapat 
dijadikan sebagai rujukan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dan 
hilanglah rasa keraguan.
97
Hal semacam ini dilakukan untuk menghindari 
terjadinya perselisihan dan persengketaan terhadap semua transaksi yang 
dilakukan. Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama 
sebagai anjuran bukan kewajiban.
98
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Anas serta yang lain-lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini 
hukumnya wajib kemudian dimansukh.
99
 
Potongan ayat (  ُهُوُبتْكاَف) adalah bentuk kata kerja perintah (fi’il amar), 
sedangkan huruf (ف ) sebagai jawaban dari َاذِإ)  ). Kata kerja itu berasal dari 
wazan (بتكي بتك) yakni mencatat dengan isim masdar-nya (ةباتك اباتك ابتك)  yakni 
pencatatan. Kata kerja ini bermakna tuntutan atau perintah yang berasal dari 
Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan 
horizontal. 
Dilihat dari kaidah kebahasaan ushul fiqh perintah di atas termasuk 
kategori ‘amar dengan kaidah بوجوللرملَا يف لصلَا (menurut aslinya amar itu 
adalah untuk mewajibkan).
100
 Apabila ditemukan suatu qarinah yang 
memalingkan shighat perintah dari makna pewajiban kepada makna yang 
lainnya, maka ia dapat bermakna ibahan, anjuran, ancaman, petunjuk, dan 




Apabila kaidah ini dikaitkan dengan perintah mencatat dalam surah 
al-Baqarah ayat 282 tampaknya perintah tersebut bukan bersifat kewajiban 
lagi, sebab dalam ayat tersebut ditemukan qarinah-qarinah lain yakni tanpa 
dilakukan pencatatan pun transaksi muamalah masih bisa dilakukan dengan 
saling memberikan kepercayaan kepada sesama. Maka perintah itu hanya 
bersifat anjuran atau bahkan petunjuk. 
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Penulis sependapat dengan para pakar tafsir yang menyatakan 
kewajiban melakukan pencatatan. Apabila perintah pencatatan dinyatakan 
sebagai anjuran saja, maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar. Pada 
zaman sekarang transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara manual saja, 
tetapi dilakukan secara online. Apabila masih menganggap perintah 
pencatatan tidak wajib dilaksanakan dan tidak perlu juga melakukan 
pencatatan terhadap setiap transaksi yang dilakukan, maka dilihat dari sudut 
pandang istihshab yaitu menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu 
dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan 
atas perubahannya.
102
 Maka sama artinya tidak ada transaksi, sebab bukti 
tulisan adanya transaksi tidak ditemukan 
Perbedaan penafsiran tentang pencatatan seharusnya dilihat dari 
situasi dan kondisi serta kebutuhan transaksi pada masa itu. Kebutuhan 
terhadap alat bukti tertulis pada waktu itu mungkin kebutuhan biasa, karena 
cakupan luas wilayah dunia transaksi masih cenderung kecil sehingga masih 
bisa digantikan dengan asas saling percaya. Namun, kondisi zaman sekarang 
untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan dan tercapainya 
kepastian hukum yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian secara 
hukum, maka pencatatan hukumnya wajib.Apabila dikaitkan dengan kajian ini 
yaitu analisis pencatatan nikah menggunakan metode qiyas, yang baru 
dianggap sah bilamana lengkap dengan rukun-rukunnya, maka dapat ditarik 
ketentuan : 
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1. Ashl (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu) adalah perintah melakukan 
pencatatan dalam berbagai transaksi yang memiliki jangka waktu tertentu 
sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang secara tegas 
menyebutkan bahwa alasan mengapa harus melakukan pencatatan dalam 
setiap bertransaksi adalah agar menghapus keraguan, bahkan apabila 
berselisih maka catatan yang telah ditulis dapat dijadikan bukti, sehingga 
permasalahan dapat diselesaikan. 
2. Far’u (adanya cabang) adalah keharusan melakukan pencatatan dalam 
sebuah akad pernikahan. 
3. Hukum Ashl adalah wajib sebagaimana yang dijelaskan pakar tafsir pada 
ayat 282 surah al-Baqarah tentang wajibnya melakukan pencatatan dalam 
berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. Kewajiban 
tersebut karena adanya persamaan ‘illat dalam transaksi. 
4. ‘Illat adalah transaksi, baik antara pemberi utang dengan yang berhutang, 
antara penjual dan pembeli, antara penyewa dengan pemilik jasa 
penyewaan. Begitu pula dengan akad nikah yang mesti dicatat karena 
adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-
laki yang menikahi anaknya. Transaksi dalam akad nikah adalah 
penyerahan seorang wali atas anak perempuannya. Sejak akad transaksi 
dilakukan, maka sejak itu lah kewajiban orang tua terhadap anak 
perempuannya berpindah kepada suaminya, bahkan dengan transaksi akad 




Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT, namun ketika 
sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan di antara suami istri dan 
tidak pula ditemukan solusi untuk merukunkan keduanya, maka perceraian 
dalam Islam diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya ikatan 
pernikahan adalah transaksi akad yang memiliki jangka waktu tertentu. Tidak 
hanya itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Ankabut ayat 57 : 
 َنوُعَجْر ُت اَن ْ َيِلإ َُّثُ ِتْوَمْلا ُةَِقئاَذ ٍسْف َن ُّلُك 
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah 
kepada Kami kamu dikembalikan.” (Q.S. al-Ankabut: 57).103 
Maka pada hakikatnya akad nikah dapat berakhir dengan 
meninggalnya salah satu dari pasangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
transaksi akad nikah juga memiliki jangka waktu tertentu. 
‘Illat hukum berupa transaksi yang memiliki jangka waktu merupakan 
‘illat yang langsung ditunjuk oleh nash, sehingga wajibnya melakukan 
pencatatan dalam setiap transaksi berdasarkan pada dalil yang kuat. Qiyas 
tersebut tergolong pada qiyas musawi karena ‘illat pada cabang sama 
bobotnya dengan bobot ‘illat yang terdapat pada ashal, yaitu ‘illat hukum 
wajib mencatat akad nikah yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot ‘illat 
wajibnya dengan tindakan mencatat transaksi tidak tunai dalam ayat 282 surah 
al-Baqarah. Qiyas jenis ini menurut sebagian ulama dinamakan qiyas jali.
104
 
Berdasarkan  argumen di atas, wajibnya pencatatan nikah yang 
diperoleh melalui qiyas dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan keberlakuan 
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hukum tersebut. Wajibnya pencatatan bukan merupakan membuat hukum 
baru, tetapi hanya melihat dan menjelaskan hukum Allah SWT disebabkan 
kesamaan ‘illat dengan ‘illat hukum wajibnya pencatatan semua transaksi 
muamalah yang memiliki jangka waktu tertentu. 
B. Analisis Pencatatan Nikah Menggunakan Metode Istinbath Istihsan 
Istihsan menurut ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang 
mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali (nyata) kepada tuntutan qiyas yang khafi 
(samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istisnay (pengecualian). 
Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi 
analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari aspek analisis yang nyata.
105
 
Jika wajibnya pencatatan akad nikah diqiyaskan secara jali berdasarkan 
kesamaan ‘illat yaitu transaksi dalam jangka waktu tertentu, maka akan 
menimbulkan anggapan bahwa perempuan yang dinikahi sama seperti dengan 
barang utang piutang, dapat diperjualbelikan dan digunakan manfaatnya. 
Berdasarkan qiyas jali tersebut tidak memberikan suatu kebaikan 
pada istri, mala membawa kemudharatan, yakni tidak memberikan 
kemaslahatan kepada istri. Maka qiyas jali ditinggalkan kemudian 
menggunakan qiyas khafi yang mempunyai pengaruh hukum yang kuat, yaitu 
mendatangkan kemaslahatan dengan melindungi kepentingan-kepentingan 
istri. 
Melalui istihsan dengan qiyas khafi, pencatatan nikah tetap dipandang 
wajib, karena banyak memiliki kebaikan dan menghindari dampak-dampak 
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negatif terjadi. Perbedaan qiyas jali dengan qiyas khafi adalah istri bukan 
seperti barang dagangan yang bisa mudah berpindah tangan, tidak juga seperti 
barang sewaan yang bisa diambil manfaatnya. Seorang suami istri dihalalkan 
karena adanya suatu akad ikatan batin yang suci untuk sepakat serta rela hidup 
bersama membina rumah tangga. 
Karena adanya akad, kehidupan rumah tangga tidak bisa dijadikan 
sebagai uji coba, bahan permainan atau ikatan untuk sementara waktu saja. 
Sebuah pernikahan melahirkan tanggung jawab lahiriah dan batiniah. Dari 
tanggung jawab tersebut suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan 
sebaliknya istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami, bahkan 
tanggung jawab bersama diantara keduanya. Dengan pernikahan keduanya 
bisa hidup saling melengkapi, saling menghormati, saling memberi dan 
menerima, serta tercapailah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 
Dilahirkannya anak yang menjadi keturunan suami istri menyebabkan 
tanggung jawab menjadi lebih besar. Orang tua menjadi pihak utama dan 
pertama dalam mendidik anak, karena tingkah laku, kepribadian dan akhlak 
anak didasari atas pengaruh orang tua, yang banyak melakukan kontak 
langsung dengan anaknya. Begitu banyaknya tanggung jawab yang diemban 
dalam rumah tangga, maka pernikahan harus didahului dengan keseriusan, 
salah satunya adalah dalam akad nikah dengan melakukan pencatatan nikah 
melalui petugas yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah. 
Dengan pencatatan nikah suami istri dapat membuktikan 
pernikahannya melalui akta nikah, bahwa suami istri merupakan pasangan 
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yang legal di mata hukum Islam dan hukum negara karena status pernikahan 
tersebut sudah terdaftar dalam dokumen negara. Karena itu keduanya berhak 
mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik yang berkaitan dengan 
identitas diri seperti Kartu Tnada Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), 
Akte Kelahiran Anak, bahkan yang berkaitan dengan politik. 
Pencatatan nikah melindungi hak-hak suami istri yang menyangkut 
akibat-akibat dari pernikahan, yaitu hubungan suami dengan istri, hubungan 
orang tua dan anak, harta kekayaan, dan kewarisan. Contohnya dalam soal 
kewarisan. Ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan 
yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka dengan 
terdokumentasikannya pernikahan tersebut istri bisa membuktikan bahwa ia 
adalah ahli waris yang sah begitu juga anak-anaknya berhak atas harta warisan 
itu. Sebaliknya, ketika istri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, 
maka suami dapat membuktikah bahwa ia adalah ahli waris yang sah, 
sehingga berhak mendapatkan harta waris. 
Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan 
apabila adanya pencatatan nikah, maka menurut istihsan qiyas khafi, 
pencatatan nikah tersebut dipandang wajib untuk dilakukan.   
C. Analisis Pencatatan Nikah Menggunakan Metode Istinbath Sadd al-
Dzari’ah 
Dalam permasalahan nikah di bawah tangan tidak ada aturan di dalam 
nash. Artinya dapat digunakan cara lain yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad 





1. Nash yang dzoni 
2. Terhadap masalah-masalah yang secara explisit tidak disebutkan dalam 
nash 
Nikah di bawah tangan mempunyai kerusakan, karena tidak 
berkekuatan hukum tetap yang merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi 
perceraian. Pencatatan nikah merupakan langkah untuk menutup kerusakan, 
yakni melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti 
perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui 
dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan 
seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, seperti nafkah istri, 
hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam 
pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. 
Bisa dikatakan pencatatan nikan berkedudukan penting sebagaimana halnya 
kedudukan dan fungsi saksi dalam akad nikah, yaitu sebagai bukti telah 
dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah. 
Melihat dari dampak-dampak jelek yang banyak ditimbulkan dari 
pernikahan di bawah tangan bagi kalangan wanita dan anaknya, dengan 
beristinbath menggunakan salah satu kaidah dalam qowaid al-fiqhiyah yaitu 
sadal-dzari’ahyang dapat memotong perantara-perantara kerusakan dengan 
melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang 
dilarang. Maka menurut penulis perbuatan nikah di bawah tangan itu dilarang 
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dengan melihat pada kemafsadatan yang ditimbulkan. Dan melakukan 
pencatatan nikah adalah wajib, karena mempunyai mashlahah yang besar. 
D. Analisis Akta Nikah Menggunakan Metode Istinbath Maslahah Al-
Mursalah 
Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan di mana Syari’ tidak 
mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada 
dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini 




Pencatatan nikah termasuk dalam maslahah mursalah, karena tidak 
secara tegas diperintahkan oleh syara’ akan tetapi keberadaannya tidak pula 
ditentang oleh syara’, sebab banyak mengandung maslahat. Pencatatan nikah 
merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan 
akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang 
adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, banyak sekali 
penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu 
yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah ada untuk 
mengantisipasi semua kemudharatah yang akan timbul dan keberadaannya 
telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. 
Pencatatan nikah sejalan dengan ketentuan syara’ yaitu mewujudkan 
kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sesuai dengan kaidah fiqh: 
 ِعْفَّ نلا ِبْلَج ْنِم َليَوا ِرَرَّضلا ُعْفَد 
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“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih 
kemaslahatan”.107 
 
Ataudalam kaidah fiqh : 
 ِحِلاَص
َ
لما ِبْلَج َيلَع ُم َّدَقُم ِدِساَف
َ
لما ُعْفَد 
“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.108 
 
Undang-Undang pencatatan nikah merupakan politik syar’i yang 
ditetapkan oleh pemerintah karena memandang maslahat di baliknya yang 
sangat besar sekali, yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya 
pengingkaran.Apabila pemerintah memandang adanya undang-undang 
keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang 
sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhinya dan tidak melanggarnya. 
Al-Qur’an memerintahkan setiap Muslim untuk mentaati Pemerintah 
dan DPR (Ulil Amri) selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah 
SWT.Dalam hal pencatatan nikahjustru sangat sejalan dengan semangat al-
Qur’an.109 Dalam sebuah kaidah fiqh yang populer dikatakan : 
 ِةَحَلْصَمْلِاب ٌطْو ُنَم ِةَّيِعَّرلا ىَلَع ِماَمِلإا ُفُّرَصَت 
“Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat”.110 
Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna 
tanpa adanya pencatatan. Maka dari itu pencatatan nikah hukumnya wajib. 
Sesuai kaidah berikut : 
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 ُبِجاَو َوُه َف ِِهب َ ىلاِا ُبِجاَولا ُّمَِتي َلااَم 
“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu 
itu hukumnya wajib juga”.111 
 ِدِص اَقُمْلا ُمْكُح ِلِئاَس َوِلل 
“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”.112 
 
Kemaslahatan baru dapat terwujud apabila dapat memelihara maksud-
maksud syara’, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima 
unsur pokok tersebut bersifat dharuriy yaitu sesuatu yang wajib adanya yang 
menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan, 
tanpa adanya lima unsur pokok itu, maka akan terganggu keharmonisan hidup 
manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi 
kehancuran dan kerusakan. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat hajiy dan 
tahsiniy, apabila kedua hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak 
keharmonisan kehidupan dan tidak akan ditimpa kehancuran.
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Dikaitkan dengan pencatatan nikah tampaknya kewajiban melakukan 
pencatatan di setiap kali adanya akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat 
sesuai dengan maqashid asy-syari’ah. Bahkan kewajiban pencatatan nikah 
sebenarnya merealisasikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan 
kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat muslim. 
Karena pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer 
(dharuriy), yaitu termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
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Urutan pertama dalam kebutuhan dharuriy adalah kemaslahatan 
memelihara agama. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia 
supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang 
lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan 




Pencatatan nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan ajaran agama bisa 
dipraktekkan secara kacau. Sudah diakui bahwa pencatatan nikah tidak 
disebutkan secara langsung dalam al-Qur’an dan hadits, namun dengan adanya 
pencatatan nikah seseorang tidak dengan mudah mempermainkan 
pernikahanya dan termasuk juga ajaran agama yang memandang bahwa 
menikah merupakan sunatullah dan sunnah nabi. 
Begitu juga akad nikah yang tidak tercatat cenderung tidak dapat 
dikontrol dan khususnya bagi laki-laki ia dengan mudahnya melakukan akad 
nikah kembali dengan perempuan lain yang sebelumnya tanpa mendapatkan 
persetujuan secara resmi dari istri pertama dan melalui proses persidangan. 
Perilaku semacam ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya 
sangat berpotensi mempunyai istri melebihi dari ketentuan agama, akhirnya 
ajaran kemaslahatan agama terganggu dengan perilaku orang semacan ini. 
Kebutuhan dharuriy yang kedua yaitu kemaslahatan untuk 
melindungi jiwa. Islam mensyari’atkan pernikahan agar beranak pinak dan 
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melanjutkan keturunan serta melestarikan pada situasi dan kondisi yang paling 
sempurna.
115
 Pencatatan nikah dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatan jiwa karena tanpa adanya pencatatan kondisi psikologis istri dan 
terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merasa tidak nyaman 
dan tidak tenang. Ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan 
setiap lembaga pendidikan mensyaratkan yang salah satunya adalah akta 
kelahiran anak. Syarat untuk dapat membuat akta kelahiran anak adalah buku 
nikah dan orang yang memeiliki buku nikah adalah orang yang ketika akad 
nikah mencatatkan pernikahannya. 
Apabila buku nikah tidak dimiliki, maka akta kelahiran anak pun 
tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang 
anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akta 
kelahiran anaknya itu. Hal ini salah satu persoalan yang dapat mengganggu 
kondisi psikologis anak, setidaknya akan timbul isu miring tentang asal usul 
anak tersebut. 
Yang ketiga dapat memenuhi dan memelihara akal. Ada dua hal yang 
membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah 
menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan 
bentuk makhluk lain. Kedua, yaitu akal. Akal merupakan komponen yang 
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Hal yang tidak jauh berbeda bahwa pencatatan nikah dapat 
melindungi dan memelihara akal. Karena dengan adanya rasa tidak nyaman 
bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan karena pokok masalahnya 
bahwa orang tuanya tidak memiliki buku nikah, maka anak pun tidak dapat 
berpikir dengan baik. Maksudnya, dengan kondisi psikologis yang tidak 
nyaman karena merasa malu dan hilangnya rasa percaya diri, anak pun mulai 
menghindar untuk bergaul dan akhirnya lebih memilih untuk mengurung diri 
di rumah. Kondisi psikologis seperti ini sangat berpengaruh pada akal yang 
akhirnya membuat anak tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat 
mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal. 
Selanjutnya memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan 
mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang haram dinikahi, bagaimana 
cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, 
sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan percampuran antara dua 
manusia yang berlainan jenis iru tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir 
dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.
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Pencatatan nikah juga dipandang dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatan keturunan, karena dengan tercatatnya akad pernikahan, maka 
anak yang dilahirkan pun memiliki identitas yang jelas dan bisa dibuktikan 
secara hukum. 
Berikutnya adalah memelihara harta benda dan kehormatan. Pada 
hakikatnya semua harta benda itu milik Allah SWT, namun Islam juga 
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mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tama’ 
kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apa pun, 
maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrok antara satu sama 
lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat, 
seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya.
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Begitu juga dengan pencatatan nikah, hal ini juga dapat melindungi 
dan memelihara kemaslahatan harta, karena dengan jelasnya identitas 
pernikahan yakni dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak 
yang dilahirkan memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal 
dunia, maka anak tidak kesulitan untukmendapatkan harta warisan dari orang 
tuanya. Sebaliknya, tidak sedikit di antara masyarakat muslim yang 
bermasalah ketika ingin membagi harta warisan. 
Hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya pencatatan nikah 
atau seorang suami menikah lagi namun tidak secara tercatat. Ketika suami 
meninggal dunia, istri muda mendatangi istri tua yang secara hukum sebagai 
istri sahsuaminya untuk menyatakan bahwa ia (istri muda) juga istri sah suami 
mereka, sehingga ia dan anaknya juga mendapatkan harta warisan. Namun 
dengan tidak adanya pencatatan terhadap pernikahannya, maka akad nikah 
yang dilakukan beberapa lama sebelumnya tidak dapat dibuktikan secara 
hukum, sehingga ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris. 
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A. Kesimpulan  
Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan 
ghalidhan) maka harus dicatatkan untuk mendapatkan sebuah bukti otentik 
atas telah terjadinya sebuah pernikahan tersebut serta mendapatkan 
perlindungan hukum tetap serta sah dan legal dimata hukum Islam dan hukum 
negara. Pencatatan nikah dilakukan sesuai prosedur dalam PP No. 9 tahun 
1975, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 
Pencatatan Nikah, dan Kompilasi Hukum Islam serta di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. 
Nikah di bawah tangan baik menurut Undang-undang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam, dan KUHper sangatlah lemah karena tidak 
mempunyai kekuatan hukum dan tidak tercapainya kemaslahatan sebagai 
tujuan hukum Islam. Meskipun tidak ada nash baik al-Qur’an maupun hadits 
yang mengatur mengenai pencatatan nikah, namun pencatatan nikah 
mempunyai banyak manfaat. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum 
Islam, dan KUHper memerintahkan supaya melakukan pencatatan nikah agar 
berkekuatan hukum. 
Pencatatan nikah dalam perspektif qiyas, istihsan qiyas khafi adalah 
wajib, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak dan 




pasangan legal secara hukum karena statusnya sebagai suami istri terdaftar 
dalam dokumen negara. Keduanya berhak mendapatkan perlindungan dari  
negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan 
dengan politik. 
Kepentingan-kepentingan suami istri pun dapat dilindungi, 
diantaranya suami tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan iatri 
baik secara fisik maupun psikis, dan istri pun berhak menuntut apabila suami 
melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian atau 
ta’liq thalaq yang disepakati. Begitu juga ketika suami meninggal dunia, maka 
dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut istri dapat membuktikan 
bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan secara tidak langsung anak-anaknya 
pun berhak juga mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, ketika istri 
meninggal dunia suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari 
perempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapat harta 
waris. 
Setelah dikaji melalui pendekatan dengan metode sad al-dzari’ah, 
melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada 
perbuatan baik serta menimbulkan mashlahah dengan terlindunginya pihak-
pihak yang melakukan pernikahan. Pencatatan nikah juga merupakan salah 
satu media untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan-
perbuatan terlarang yang banyak merugikan pihak istri dan anak-anaknya. 
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Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian 
maslahah mursalah dan maqashid asy-syari’ah bahwa kemaslahatan 
pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah, yakni 
termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara 
kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama 
tidak dipraktekkan secara kacau. Begitu juga pencatatan nikah dapat 
memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri 
dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran 
tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan 
yang dihadapi. 
Selanjutnya, pencatatan nikah juga dipandang dapat memelihara 
kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang 
jelas dan dapat dibuktikan secara hukum, bahkan identitas anak tersebut dapat 
memelihara kemaslahatn harta, karena ketika orang tuanya meninggal anak 
pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta warisan. 
Berdasarkan keberadaan pencatatan nikah disebut sebagai penentu, 
maka pencatatan nikah layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah, 
pencatatan nikah bisa diintegralkan sebagai saksi, yaitu saksi dipahami dalam 
dua bentuk, saksi hidup dan saksi tertulis (akta) yang pada gilirannya menjadi 
bukti otentik sebuah pernikahan. Akta pernikahan merupakan syarat wajib 
yang ditetapkan oleh negara. Dari uraian tersebut, maka akad nikah baru dapat 
dilakukan apabila akad tersebut dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai 
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Pencatat Nikah, apabila melanggar atau mengabaikan ketetuan pencatatan 
nikah, maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan, sebab tidak terpenuhinya 
salah satu syarat yang ditentukan, dan tergolong akad nikah yang bathil. 
Akibatnya, tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan, sehingga apabila 
akad tersebut telah dilangsungkan, maka sejak diketahuinya akad yang 
dilakukan sebelumnya tidak tercatat, akad tersebut mesti difasakh.  
B. Saran  
Harus diakui bahwa hukum Islam tumbuh secara fleksibel dan 
dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Penetapan hukum walimah 
sebuah pernikahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa nabi 
menjadi pencatatan (akta nikah) di masa sekarang, karena demi terciptanya 
kemaslahatan ummat, ulama dan juga negara setidaknya bergandengan tangan 
untuk melakukan ijtihad hukum, baik hukum agama maupun hukum positif 
untuk memasukkan “Pencatatan Nikah” sebagai salah satu syarat sah nikah. 
Akibat yang diperoleh dari hukum itu adalah apabila salah satu syarat 
nikah tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan bisa dianggap tidak 
sah. Pencatatan nikah dapat diintegralkan dengan saksi, jadi saksi ada dua, 
yakni saksi hidup dan saksi tulisan (akta).Selain itu, negara setidaknya juga 
melakukan koreksi terhadap produk hukum yang telah atau yang akan 
dikeluarkan sehingga produk-produk hukum negara tidak mengandung 
kontroversi di masyarakat, dengan mensosialisasikan produk hukum kepada 




C. Kata Penutup  
Demikianlah skripsi yang penulis buat ini, semoga bermanfaat dan 
menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada 
kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas.Karena 
kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan Sekian semoga 
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